IMPLEMENTASI DAN DAMPAK
KEBIJAKAN PENATAAN RUANG
KAWASAN PERTAHANAN DI
PERBATASAN KALIMANTAN
BARAT
(Studi di Kabupaten Sambas)

Aribowo Teguh Santoso” dan H.A. Sudibyakto™

Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten di
Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung
dengan Serawak (Malaysia). Ditetapkannya Kawasan
Perbatasan Kabupaten Sambas sebagai Kawasan Strategis
Nasional memberikan konsekuensi nyata bagi dinamika
kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan.
Kabupaten Sambas merupakan salah satu akses utama bagi
masuknya beragam nilai, pengaruh, bahkan ancaman yang
memberikan dampak nyata bagi masyarakat Indonesia. Pola
ancaman keamanan saat ini telah mengalami transisi dari
isu-isu tradisional seperti perang, konflik antar negara dan
lain lain kearah isu isu non tradisional seperti separatisme,
terorisme, konflik komunal dan kejahatan transnasional yang
terorganisir.

Kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas dalam
pengelolaan keamanan negara. Hingga saat ini, pengelolaan
perbatasan cenderung menerapkan sistem pengelolaan yang
bersifat koordinatif (misalnya joint border committee).
Tidak terintegrasinya otoritas kepabeanan, imigrasi,
karantina, dan keamanan mengakibatkan tumpang tindih
wewenang dalam pengelolaan garis perbatasan negara,
sehingga menimbulkan permasalahan dalam mengurangi
intensitas ancaman. Untuk itu wilayah perbatasan harus
segera direalisasikan menjadi sabuk pengaman (Safety Belt)
yang memiliki daya tangkal tinggi terhadap setiap bentuk
ancaman di bidang pertahanan dengan memadukan
pertahanan nir militer dan satuan TNI sebagai komponen
utama pertahanan di wilayah perbatasan.

*) Alumni S2 Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM.
**) Dosen Fakultas Geografi UGM.
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Pembangunan wilayah per-
batasan harus direncanakan se-
cara terintergasi antar berbagai
bidang secara komprehensif
yang direncanakan dalam satu
master plan masing-masing

wilayah perbatasan. Khusus

wilayah perbatasan darat diuta-
makan pembagunan infrastruk-
tur sarana jalan horizontal dan
diikuti pembagunan sarana dan

prasarana lainnya, yang akan

meningkatkan kesejahteraan
masyarakat karena lancarnya
perputaran roda ekonomi masya-
rakat. Pencapaian yang baik
dalam mengimplementasikan
kebijakan akan meningkatkan
semangat kebangsaan masya-
rakat wilayah perbatasan agar
mereka merasa hidup lebih baik,
merasakan kehadiran pemerin-
tah lebih dekat dan merasa bang-
ga sebagai bangsa Indonesia.
Dalam menghadapi ancaman
yang mungkin timbul, sangat
diperlukan penyelenggaraan
pertahanan negara yang handal
serta yang mempunyai daya
tangkal yang tinggi. Oleh kare-
nanya diperlukan pembangunan
kekuatan dan kemampuan se-
cara terus menerus dan berke-
sinambungan serta penyiapan
medan pertempuran berupa Pe-
nataan Ruang Kawasan Perta-
hanan yang dirumuskan dengan
memperhatikan keserasian an-
tara kepentingan keamanan (se-
curity) dan kepentingan kese-
jahteraan (prosperity).
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Permasalahan di Kabupaten
Sambas

Kawasan Perbatasan Kabu-
paten Sambas terletak berha-
dapan secara langsung dengan
negara lain yang menyebabkan
kawasan ini rawan terhadap in-
tervensi dari negara lain baik
dalam aspek ekonomi, politik,
sosio-kultural, maupun keaman-
an.
Terkait dengan hal tersebut
diatas, permasalahannya sebagai
berikut: '

Ketertinggalan ekonomi

Perekonomian kawasan per-
batasan di Kabupaten Sambas
mengalami ketertinggalan di-
bandingkan dengan kawasan
perbatasan negara tetangga (Sa-
rawak), sehingga menyebabkan
tingginya tingkat kesenjangan
pembangunan dengan kawasan
perbatasan negara tetangga
tersebut. Seperti disampaikan
Bupati Sambas, Burhanudin Ra-
syid: “Kegiatan ekonomi di
wilayah perbatasan dipengaruhi
oleh aktivitas perekonomian di
negera bagian Sarawak. Hal ini
selain disebabkan interaksi ke-
giatan ekonomi ke sarawak yang
relatif mudah, juga karena ke-
beradaan infrastruktur ekonomi
yang masih tertinggal dan kon-
disi geografis daerah perbatasan
yang cukup berat. Keadaaan
tersebut mengakibatkan perilaku
ekonomi masyarakat di wilayah
perbatasan lebih didominasi oleh
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perilaku ekonomi masyarakat di
Sarawak, khususnya untuk ba-
rang-barang konsumsi. Kesen-
jangan tingkat kemajuan eko-
nomi mengakibatkan selisih kurs
valuta, sistem hukum yang ber-
beda, kelemahan motode dan
sistem pengawasan barang men-
dorong perdagangan illegal yang
merugikan negara/daerah dan
akan merusak sistem peman-
faatan sumber daya alam yang
ada”. Penyebab ketertinggalan
ini adalah tingkat perhatian pe-
merintah pusat dan daerah yang
masih kurang terhadap ka-
wasan perbatasan.

Terbatasnya Sarana dan
Prasarana Dasar serta Trans-
portasi dan Telekomunikasi

Terbatasnya infrastruktur se-
perti sarana dan prasarana
dasar seperti pemukiman, jaring-
an air bersih, jaringan drainase,
transportasi, telekomunikasi dan
lainnya, menyebabkan wilayah
ini memiliki aksesibilitas yang
sangat rendah dan terisolasi dari
wilayah sekitarnya. Bila diban-
dingkan dengan negara tetang-
ga Malaysia, maka kesenjangan
infrastruktur terlihat semakin
jelas.

Keterbatasan infrastruktur
turut menjadi salah satu faktor
penyebabkan rendahnya in-
vestasi ke kawasan perbatasan.
Hal ini merupakan dilema ter-
sendiri karena dana yang dimi-

liki pemerintah bagi penyediaan
dan peningkatan infrastruktur
guna mendukung kegiatan in-
vestasi di perbatasan sangat ter-
batas.

Kerusakan Lingkungan Sum-
ber Daya Alam

Degradasi sumberdaya alam
merupakan dampak negatif ke-
giatan pembangunan pada masa
lalu. Degradasi tersebut sebagai-
mana telah diketahui, banyak
terjadi pada kawasan hutan di
Kalimantan, yang sebagian besar
berada di kawasan perbatasan.
Kerusakan hutan lebih diakibat-
kan pembakaran dan pene-
bangan hutan oleh Hak Pengelo-
laan Hutan (HPH) tanpa diikuti
dengan kegiatan reboisasi dan
kegiatan illegal logging yang di-
lakukan masyarakat dan bebe-
rapa oknum aparat di kawasan
tersebut. Kebanyakan penduduk
perbatasan di Kalimantan bah-
kan terperangkap dalam bisnis il-
legal logging yang didanai dalam
jumlah besar oleh para cukong
dari negeri jiran dengan “sistem
ijon”. Beberapa nara sumber di

lapangan tidak menampik ada-

nya keterlibatan aparat yang
meloloskan untuk memberikan
ijin-ijin terhadap truk-truk yang
membawa kayu-kayu ilegal
tersebut melintasi kawasan per-
batasan Indonesia-Malaysia,
dengan memperoleh imbalan
uang dari para cukong yang
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membiayai kegiatan illegal log-
ging selama ini “ (Yanuarti,
2004).

Lunturnya Rasa Nasionalisme
dan Rendahnya Kesadaran
Politik

Adanya fonomena lunturnya
rasa nasionalisme dan rendah-
nya kesadaran politik di wilayah
perbatasan Kabupaten Sambas
ini disebabkan perlakuan peme-
rintah yang tidak adil selama ini,
sulitnya jangkauan pembinaan
oleh pemerintah dan adanya pe-
luang ekonomi di Malaysia.

Faktor di bidang politik um-
umnya adalah rendahnya ting-
kat pemahaman masyarakat ka-
wasan perbatasan terhadap
aturan dan perundang-undang-
an yang berlaku. Partai politik
relatif belum dapat berperan
dalam pendidikan politik masya-
rakat. Kerawanan akan ber-
kurangnya rasa nasionalisme
baik karena pengaruh ideologi
luar maupun pengaruh ideologi
lainnya penyebabnya antara lain
karena meraka selama ini mera-
sa tidak diperlakukan secara adil.

Hilangnya Tanda Batas

Hilangnya tanda batas dapat
mengakibatkan permasalahan
wilayah negara Indonesia secara
adminitratif. Hal ini berpotensi
terjadi di kawasan perbatasan,
misalnya dengan adanya pe-
mindahan patok perbatasan oleh

Jurnal Ketahanan Nasional, XVI (1), April 2011

negara tetangga. Patok-patok
perbatasan banyak yang hilang
dan berpindah tempat sehingga
menyulitkan dalam penentuan
garis perbatasan. Sebagai akibat-
nya Pemerintah Rl sering dirugi-
kan dalam pemanfaatan sumber
daya alam.

Penegasan batas darat antara
Indonesia dan Malaysia di Kabu-
paten Sambas sampai saat ini
masih terdapat 2 (dua) titik yang
belum disepakati yaitu Tanjung
Datu dan D.400. Permasalahan
dan perbedaan pandangan
dalam menentukan pengaturan
luas kawasan perbatasan antara
pemerintah RI dan pemerintah
Malaysia dapat berimplikasi se-
rius di masa mendatang

Rendahnya Til:fkat Kesa-
daran Hukum dan Terbatas-
nya Pos Perbatasan

Rendahnya tingkat kesadaran
dan pemahaman terhadap hu-
kum dan perundang-undangan
yang berlaku, kurangnya fasili-
tas pendukung pertahanan ser-
ta kurang tegasnya pelaksanaan
hukum, menyebabkan jumlah
pelanggaran lintas batas dan tin-
dakan kriminal lainnya semakin
meningkat di kawasan per-
batasan Kabupaten Sambas, ter-
masuk diantaranya kegaitan il-
legal logging. '

Kurangnya jumlah pos per-
batasan dan minimnya jumlah
aparat yang tidak sebanding

/
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dengan panjangnya garis per-
batasan serta masih lemahnya
koordinasi antar instansi di ka-
wasan perbatasan (TNI, Polri,
Bea Cukai, Imigrasi serta aparat
lainnya) menimbulkan kesulitan
pengawasan Sumber: Kodim
1202/SKW terhadap pelintas ba-
tas ilegal, illegal trading dan ke-
giatan illegal logging.

Rendahnya Tingkat Kese-
hatan, Pendidikan dan Ke-
trampilan Penduduk

Kualitas SDM dikawasan per-
batasan Kabupaten Sambas
masih rendah dilihat dari tingkat
kesehatan, pendidikan maupun
ketrampilan masyarakatnya.
Masih kurangnya jumlah rumah
sakit, sarana kesehatan, dokter
serta tenaga medis untuk mela-
yani masyarakat di kawasan per-
batasan.

Tingkat pendidikan dan ke-
terampilan penduduk di kawas-
an ini umumnya masih rendah
mengakibatkan rendahnya kua-
litas sumber daya manusia, hal
ini disebabkan karena sarana dan
prasarana pendidikan yang ku-
rang memadai. Disamping itu,
partisipasi masyarakat terhadap
pendidikan masih rendah. Mi-
nimnya fasilitas umum dan so-
sial di kawasan perbatasan me-
nyebabkan kecenderungan ori-
entasi penduduk ke Sarawak.

Proses implementasi kebi-
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jakan penataan ruang ka-
wasan pertahanan

Dengan ditetapkannya Un-
dang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang,
diharapkan akan memberikan
payung hukum yang lebih kuat
dalam penyelenggaraan pena-
taan ruang yang transparan,
efektif, dan partisipatif. Undang-
Undang tentang Penataan Ru-
ang ini semata-mata didasarkan
pada sebuah keinginan untuk
mewujudkan ruang wilayah nu-
santara yang aman, nyaman,
produktif, dan berkelanjutan
dengan muara semakin sejahte-
ranya masyarakat. Melalui pena-
taan ruang, pembangunan di-
harapkan dapat diselenggarakan
secara terpadu baik lintas sektor,
lintas wilayah, maupun lintas
pemangku kepentingan agar ter-
wujud ruang yang aman, nya-
man, produktif, dan berkelanjut-
an.

Dalam proses perencanaan,
pemanfaatan, dan pengendalian
pemanfatan ruang dilakukan se-
cara transparan dan memberi-
kan perhatian kepada kebutuhan
(demand-driven). Penataan ruang
secara realistis memperhatikan
tuntutan dunia usaha dan masya-
rakat dengan memperhatikan
terhadap kawasan yang lebih
detil untuk menjadi pedoman
bagi investasi dan dilakukan un-
tuk menjaga dan meningkatkan
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mutu lingkungan (sustainable de-
velopment) sambil mendorong
dan memfasilitasi pembangun-
an.

Penataan Ruang Kawasan
Pertahanan, dilakukan dengan
terlebih dahulu menyelenggara-
kan Klasifikasi daerah, klasifika-
si ini dibuat berlapis dengan
mengasumsikan perkiraan da-
tangnya ancaman yang paling
realistis.

Penataan Ruang Kawasan
Pertahanan Daratan

Rencana Umum Tata Ruang
Kawasan Pertahanan Kabupa-
ten Sambas aspek kematraan
daratan mengacu pada RUTR
Kawasan Pertahanan Wilayah
Kodim 1202/Singkawang me-
liputi Daerah Pertempuran,
Daerah Komunikasi, Daerah Be-
lakang dan Daerah Pangkal Per-
lawanan. Penyiapan daerah ini
dilakukan secara dini, bertahap
dan berkesinambungan melalui
pelibatan berbagai sektor terkait
dengan mempertimbangkan ke-
selarasan antara kepentingan
Kesejahteraan dan kepentingan
Keamanan.

Penataan Ruang Kawasan
Pertahanan Lautan

Penataan Ruang Kawasan
Pertahanan Lautan, ditujukan
untuk mendukung gelar per-

manen (deployment) dalam upa--

ya pembinaan kekuatan. Ruang
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ini ditata untuk merancang,
membangun dan menyiapkan
kekuatan laut agar mampu me-
laksanakan tugas dan fungsinya.
Penataan ini m eliputi: Penataan
pangkalan laut, Daerah latihan,
Daerah pembuangan material
berbahaya dan Pemukiman.

Penataan Ruang Kawasan
Pertahanan Udara

Penataan Ruang Kawasan
Pertahanan Udara meliputi : (1)
Air Defence ldentification Zone
(ADIZ) yaitu suatu ruang di
mana seluruh pesawat udara
yang masuk di wilayah tersebut
harus melaporkan identitasnya.
ADIZ ini luasnya ditentukan
dengan koordinat dan saat ini
baru ditentukan di Pulau Jawa,
Sumatra dan Kalimantan Timur;
(2) Prohibited Area (Daerah Ter-
larang) adalah ruang udara de-
ngan batas-batas tertentu yang
terlarang bagi awak pesawat un-
tuk memasuki kawasan tersebut;
(3) Restricted Area (Daerah Ter-
batas) adalah suatu kawasan
udara dimana setiap pesawat
terbang yang melintasi kawasan
tersebut harus minta izin terlebih
dahulu kepada instansi yang ber-
wenang. Daerah Terbatas mem-
punyai batas horizontal dan ver-
tikal, dengan maksud untuk
melindungi obyek vital, daerah
latihan terbang dan daerah la-
tihan penembakan; (4) Danger
Area (Daerah Berbahaya) adalah
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suatu wilayah ruang udara yang
dinyatakan berbahaya bagi ke-
giatan penerbangan yang dite-
tapkan secara situasional.

Pembangunan Safety Belt dan
Kawasan Pengembangan
Ekonomi

Konsep Safety Belt dimaksud-
kan untuk mendesain konsep
pembangunan yang mencakup
pembangunan wilayah perba-
tasan antar negara secara siner-
gis dan terintegrasi dengan tu-
juan mampu menyelaraskan an-
tara peinbangunan perekonomi-
an, peningkatan kesejahteraan
sosial masyarakat dengan ke-
pentingan pertahanan. Safety
Belt berfungsi ganda, sebagai sa-
rana kontrol pertahanan sepan-
jang perbatasan, sekaligus juga
sebagai sarana kesejahteraan
masyarakat perbatasan.

Fungsi ganda Safety Belt per-
lu diberikan mengingat perta-
hanan adalah penting bagi te-
gaknya negara, di samping
masyarakat perbatasan sendiri
memerlukan peningkatan kuali-
tas hidup seperti ekonomi, kese-
hatan dan pendidikan. Selain itu
Safety Belt diupayakan sebagai
pengaman lingkungan (environ-
mental safety) wilayah perbatasan
yang menjadi faktor stabilitas
regional karena relatif jauh dari
pusat pemerintahan.

Kawasan sabuk pengaman di
perbatasan terdiri dari lini-lini

wilayah yang disusun secara
berlapis memanjang dan sejajar
dengan garis perbatasan, de-
ngan lebar yang bervariasi dise-
suaikan dengan kondisi dan ka-
rakteristik geografi dan sosial
masing-masing wilayah per-
batasan.

Lini Pertama (Lini 1) terdiri
dari 2 bagian, yaitu Lini Luar dan
Lini Dalam yang merupakan ka-
wasan pertahanan terluar di da-
rat atau kawasan lindung yang
lebarnya bervariasi dan luasnya
memanjang sejajar dengan per-
batasan negara. Di Lini Pertama
bagian Lini Luar (Lini 1L) meng-
hubungkan titik-titik strategis
pemukiman, perkuatan pos-pos
patroli perbatasan, jaringan pe-
mantau dan pengawas, jaringan
komunikasi yang handal, jaring-
anlogistik militer yang tersamar,
pos-pos lintas batas, pagar-pagar
perbatasan pada lokasi-lokasi ter-
tentu sesuai kepentingan. Selain
itu dibangun juga jalan peng-
hubung ke lini berikutnya, ja-
ringan listrik dan air bersih ke

 pos-pos patroli perbatasan dan

pos-pos lintas batas.

Sementara itu pembangunan
kawasan pengembangan ekono-
mi difokuskan pada kawasan
Pengembangan Ekonomi (KPE)
Temajuk-Aruk, delineasi wila-
yahnya mencakup 4 kecamatan
yang semuanya berada dalam
wilayah administratif Kabu-
paten Sambas, yang terdiri dari
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Kecamatan Paloh (Temajuk),
Kecamatan Sajingan Besar
(Aruk), Kecamatan Galing dan
Kecamatan Sejangkung.
Beberapa alasan mendasar
yang menjadi justifikasi delinia-
si kawasan pengembangan di
antaranya adalah : pertama,
Mengacu pada Keppres tentang
RTR Kalimantan-Serawak-Sabah
(KASABA) yang menetapkan 10
(sepuluh) kabupaten dan atau
kecamatan di Kawasan Perba-
tasan menjadi Kawasan Pe-
ngembangan Ekonomi (KPE),
salah satunya adalah KPE Tema-
juk-Aruk; kedua, Pertimbangan
geografis Kawasan Pengem-
bangan Ekonomi (KPE) yang ber-
batasan langsung dengan nega-
ra Malaysia (Serawak); ketiga,
Adanya akses jaringan jalan
yang menghubungkan antara
KPE Temajuk-Aruk dengan ke-
camatan Galing dan Sejangkung
yang dalam perkembangannya
akan saling mempengaruhi satu
dengan yang lain; keempat, Ka-
rakteristik dan morfologi wilayah
yang relatif sama antara KPE
Temajuk Aruk dengan Keca-
matan Galing dan Sejangkung
sebagai kawasan perbatasan
negara Indonesia-Malaysia.
Indikasi program-program
pembangunan merupakan pen-
jabaran kebijakan dan rencana
pengembangan tata ruang yang
telah ditetapkan ke dalam pro-

gram-program pembangunan.
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Faktor yang mempengaruhi
keberhasilan Implementasi
Penataan Ruang

Sinkronisasi Kebijakan dalam
Penataan Ruang

Secara umum, penataan ru-
ang di kawasan Perbatasan
Kabupaten Sambas memerlukan
suatu pola atau kerangka pena-
nganan yang menyeluruh me-
liputi berbagai sektor dan ke-
giatan pembangunan serta koor-
dinasi dan kerjasama yang efek- .
tif dari Pemerintah Pusat sampai
ke tingkat Kabupaten/Kota. Po-
la penanganan tersebut dijabar-
kan melalui penyusunan kebi-
jakan dari tingkat makro sampai
tingkat mikro dan disusun ber-
dasarkan proses yang partisipa-
tif baik secara horisontal di pu-
sat maupun vertikal dengan pe-
merintah daerah.

Untuk mencapai hal yang op-
timal dalam rangka pengelolaan
wilayah perbatasan diperlukan
adanya sinergisme yang meli-
puti, (1) Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dalam pro-
gram pembangunan, (2) Siner-
gisme pembangunan di wilayah
perbatasan yang telah dipriori-
taskan oleh Pemerintah Pusat
yang selanjutnya dipadukan de-
ngan rencana detail Pemerintah
Daerah, (3) Sinergisme antar ins-
tansi/lembaga terkait, (4) Siner-
gisme antar sektor terkait yaitu
dengan diakomodasikannya ke-
pentingan masing-masing sektor
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dengan tetap memperhatikan
prioritas sasaran yang hendak
dicapai oleh pemerintah baik
pusat maupun daerah, (5) Siner-
gisme aparat penegak hukum
(Darwawan, 2007).

Peningkatan Kapasitas Kelem-
bagaan

Peningkatan kapasitas dan
fungsi kelembagaan dalam pena-
taan ruang dilakukan melalui
optimalisasi fungsi dan peran
kelembagaan antar instansi pe-
merintah, penataan hubungan
kerja baik secara horizontal mau-
pun secara vertikal, peningkatan
koordinasi dan konsultasi antar
lembaga, serta pengembangan
database informasi yang dapat
dijadikan acuan bersama oleh
seluruh stakeholder terkait. Keter-
libatan masyarakat dan pemerin-
tah daerah dalam kegiatan pe-
ngembangan kawasan perba-
tasan sangat penting. Kondisi
kelembagaan pemerintah daerah
dan masyarakat di kawasan per-
batasan perlu ditingkatkan. Un-
tuk itu, institusional building (pe-
nguatan kelembagaan) melalui
program peningkatan dan pe-
ngembangan kelembagaan Pem-
da dan masyarakat, termasuk
lembaga adat, sangat membantu
proses pengembangan yang par-
tisipatif (Hadiwijoyo, 2009).

Undang-Undang Nomor 43
tahun 2008 tentang Wilayah Ne-
gara mengamanatkan pemben-

tukan Badan Nasional Pengelo-
la Perbatasan (BNPP), namun
hingga saat ini Badan tersebut
belum berjalan optimal. Kurang-
nya perhatian terhadap penguat-
an kelembagaan dalam menata
ruang kawasan perbatasan di
Kabupaten Sambas ini meng-
akibatkan terjadinya ketim-
pangan dalam implementasi ke-
bijakan antara aspek kesejahte-
raan dan aspek keamanan.

Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pembangunan Wilayah

Keterlibatan masyarakat dan
pemerintah daerah dalam ke-
giatan pengembangan kawasan
perbatasan sangat penting. Se-
iring dengan pemberlakuan oto-
nomi daerah, pengelolaan ka-
wasan perbatasan sejauh mung-
kin dikelola oleh pemerintah
daerah. Kapabilitas dan kualitas
kelembagaan pemerintah dae-
rah dalam mendorong partisipa-
si masyarakat di Kabupaten
Sambas masih perlu ditingkat-
kan. Untuk itu program pening-
katan dan pengembangan ke-
lembagaan pemerintah daerah
dan masyarakat, termasuk lem-
baga adat, akan sangat mem-
bantu dalam proses pengem-
bangan yang partisipatif.

Pembangunan SDM yéng
Memiliki Wawasan Kebang-
saan

Sasaran pembangunan yang
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bersifat fisik ditujukan untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Sedangkan yang
bersifat non fisik diarahkan ke-
pada pembangunan watak dan
karakter masyarakat yang meng-
arah kepada warga negara yang
berwawasan kebangsaan de-
ngan mengedepankan sifat keju-
juran, kebenaran dan keadilan
dalam rangka pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya.

Kesadaran masyarakat ten-
tang kewajiban bela negara akan
meningkatkan rasa nasionalisme
dan jiwa kebangsaan serta taat
akan hukum. Dengan kondisi
yang demikian maka akan tercip-
ta ketertiban dan keamanan
masyarakat, demikian juga
masyarakat yang keluar masuk
melalui pintu perbatasan dapat
berjalan dengan tertib serta akan
tetap memiliki jiwa nasionalisme
yang tinggi.

Keberhasilannya tidak sema-
ta-mata menjadi tanggung ja-
wab pemerintah, tetapi partisi-
pasi semua komponen bangsa.
Keberhasilan tersebut ditentu-
kan setidaknya lima Komponen
Bangsa, antara lain: Agamawan,
Cendekiawan/ Akademisi, Pe-
merintah, Ekonom (Pengusaha)
dan Militer.

Dukungan Anggaran

Program kegiatan untuk ke-
pentingan Pertahanan difokus-
kan untuk penegasan batas antar
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negara melalui survey dan pe-
metaan serta perundingan de-
ngan pihak Malaysia. Disamping
itu Kementerian Pertahanan dan
Jajaran TNI telah mengupaya-
kan untuk menambah jumlah
pos pengamanan perbatasan di
sepanjang garis perbatasan
Kabupaten Sambas dengan Se-
rawak (Malaysia). Pembangun-
an pos pengamanan perbatasan
tersebut dilakukan secara berta-
hap mengingat keterbatasan
alokasi anggaran yang mampu
disiapkan Pemerintah.

Dari aspek kebijakan, per-
hatian pemerintah terhadap
pengembangan wilayah perba-
tasan sudah cukup besar. Aloka-
si anggaran yang diberikan un-
tuk pengembangan wilayah per-
batasan belum sesuai harapan.

Dampak kebijakan penataan
ruang

Pola penanganan kawasan
perbatasan Kabupaten Sambas
dijabarkan melalui penyusunan
kebijakan dari tingkat makro
sampai tingkat mikro dan disu-
sun berdasarkan proses yang
partisipatif baik secara horison-
tal di pusat maupun vertikal de-
ngan pemerintah daerah, se-
dangkan jangkauan pelaksa-
naannya bersifat strategis sam-
pai dengan operasional. Dari as-
pek Pertahanan, kebijakan yang
dikembangkan dalam pengelo-
laan wilayah tersebut yakni Ke-
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bijakan Penataan Ruang Ka-
wasan Pertahanan. Sedangkan
aspek di luar Pertahanan di-
kembangkan melalui Pemba-
ngunan Kawasan Pengembang-
an Ekonomi Temajuk-Aruk. Un-
tuk memadukan kedua kepen-
tingan tersebut, pengembangan
wilayah perbatasan di Kabupa-
ten Sambas diwadahi dalam
Konsep Safety Belt. Dampak
dirasakan bagi kepentingan pem-
bangunan Kabupaten Sambas,
sebagai berikut :

Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat

Implementasi Kebijakan Pe-
nataan Ruang Kawasan Perta-
hanan di Kabupaten Sambas da-
pat menghilangkan keragu-ra-
guan dalam pemanfaatan ruang
bagi kepentingan kesejahteraan.
Keberhasilan pembangunan di
Kabupaten Sambas akan dapat
meningkatkan kualitas hidup
dan kualitas sumber daya manu-
sia yang pada gilirannya akan
meningkatkan ketahanan na-
sional di wilayah perbatasan
tersebut. Lambat laun berdam-

pak semakin meningkatkan kese- -

jahteraan masyarakat.

Kokohnya Persatuan dan
Kesatuan Bangsa dalam
rangka Pembangunan Na-
sional

Pemberdayaan masyarakat
yang dilakukan secara kompre-

hensif dan holistik, dapat mem-
bangkitkan sikap perilaku dalam
kehidupan masyarakat yang sa-
ling percaya, bersemangat kerja
tinggi, demokratis, berkesadaran
hukum, adil, menjunjung tinggi
kebersamaan serta kerelaan ber-
korban dalam bela negara. Mes-
kipun masyarakat Indonesia
adalah masyarakat yang plura-
lis, namun dengan adanya pem-
berdayaan masyarakat dalam
Penataan Ruang di Kabupaten
Sambas yang baik dan benar,
yaitu pemberdayaan yang sesuai
dengan kemampuan dan ke-
trampilan profesinya dan dilan-
dasi moral yang kokoh, akan
mempunyai dampak yang sig-
nifikan terhadap persatuan dan
kesatuan bangsa.

Peningkatan Stabilitas
Keamanan

Penataan Ruang Kawasan
Pertahanan diperlukan untuk
menggelar kekuatan Pertahanan
dalam melakukan pengawasan
yang efektif terhadap wilayah
Kabupaten Sambas dalam me-
nanggulangi berbagai pelang-
garan hukum yang terjadi di ka-
wasan tersebut, serta menganti-
sipasi berbagai ancaman dari
luar. Meski peningkatan aparat
keamanan hingga tingkat yang
optimal sulit dilakukan oleh pe-
merintah, namun peningkatan
kapasitas aparat keamanan terus .
diupayakan hingga tingkat yang
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mencukupi. Di samping itu pe-
ningkatan sarana dan prasarana
khusus di pos perbatasan dituju-
kan untuk mengawasi arus ke-
luar masuk baik manusia mau-
pun barang ke wilayah NKRI.

Dengan tertatanya kekuatan
pertahanan di Kabupaten Sam-
bas, segala bentuk ancaman, baik
berupa illegal logging, illegal fish-
ing, illegal mining, illegal trafficing
serta bentuk pelanggaran lain-
- nya dapat ditekan serendah
mungkin.

Penegasan Batas Wilayah

Penambahan dan Penempat-
an pos keamanan di sepanjang
garis perbatasan di Kabupaten
Sambas dapat menjamin keber-
adaan patok-patok batas antar
negara. Selama ini sering terjadi
pergeseran patok batas darat
yang dilakukan masyarakat per-
batasan tersebut yang bertujuan
mengambil sumber daya alam.
Strategi pengembangan fungsi
pertahanan pada kawasan per-
batasan bukan diarahkan pada
penjabaran strategi militer peng-
~amanan wilayah NKRI, namun

lebih bersifat strategi spasial yang
terkait dengan pengembangan
wilayah dengan pendekatan pe-
nataan ruang. Strategi pertama
yang berupa penegasan patok-
patok perbatasan wilayah nega-
ra yang harus dilakukan bersa-
ma-sama dengan pemerintah
Malaysia. Peletakan patok batas
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dengan sistem koordinat bumi
merupakan salah satu pende-
katan yang menjamin batas
suatu negara dan tidak bergan-
tung pada pergeseran patok ba-
tas secara fisik. Untuk mencegah
pergeseran patok batas, peme-
rintah melakukan penggantian
patok yang lebih permanen.
Ketegasan patok batas negara ini
berhubungan erat dengan jamin-
an kepastian hukum pelaksa-
naan kegiatan pembangunan ka-
wasan perbatasan.

Penguatan Struktur Kelem-
bagaan '

Untuk mendukung berbagai
kegiatan pembangunan daerah
haruslah dilakukan penataan
kelembagaan guna menjamin
terselenggaranya koordinasi
antar sektor dalam pelaksanaan
program masing-masing dalam
suatu kerangka kebijakan secara
terpadu. Pembentukan Badan
Nasional Pengelola Perbatasan
telah diikuti oleh Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat de-
ngan membentuk Badan Pen-
gelola Perbatasan Daerah. Pem-
bentukan kelembagaan memiliki
pengaruh yang besar dalam pe-
ngelolaan perbatasan di Kabu-
paten Sambas dalam mengkoor-
dinir program dan kegiatan pem-
bangunan kawasan perbatasan.

Untuk mengkoordinasikan
kegiatan penataan ruang telah
dibentuk Badan Koordinasi Pe-




Aribowo Teguh Santoso, Implementasi dan Dampak Kebijakan Penataan Ruang.. 37

nataan Ruang Nasional yang di-
ikuti dengan pembentukan Ba-
dan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah. Badan ini memiliki
fungsi sebagai pemadu serasi
proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang serta pe-
ngendalian dalam pemanfaatan
ruang baik di tingkat pusat mau-
pun di daerah.

Kesimpulan
Kawasan Perbatasan Kabu-

paten Sambas ditetapkan sebagai

Kawasan Strategis Nasional

karena memiliki arti penting bagi

kedaulatan, pertahanan dan
keamanan negara. Penataan ru-
ang kawasan pertahanan yang
meliputi daratan, lautan dan
udara disusun secara selaras dan
serasi dengan kepentingan kese-
jahteraan serta disesuaikan de-
ngan Rencana Tata Ruang Wi-
layah Nasional, Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil penelitian
dapat disimpulkan hal-hal se-
bagai berikut :

1. Proses Implementasi Kebi-
jakan Penataan Ruang Ka-
wasan Pertahanan di Kabu-
paten Sambas diarahkan un-
tuk membangun keterpaduan
antara aspek kesejahteraan
dan aspek keamanan. Belum
terselesaikannya Peraturan
Pemerintah tentang Penataan
Ruang Kawasan Pertahanan
mengakibatkan keragu-ra-

guan dari berbagai stakeholder
yang terkait kegiatan Pena-
taan Ruang dalam menetap-
kan fungsi kawasan. Kele-
mahan ini sering dimanfaat-
kan oleh berbagai pihak dalam
mengejar kepentingan sek-
tornya, tanpa mengindahkan
kepentingan Pertahanan

2.Kinerja kebijakan dalam me-
wujudkan keberhasilan penye-
lenggaraan penataan ruang
kawasan pertahanan dipe-
ngaruhi oleh keterpaduan
pengelolaan kawasan, keter-
paduan kebijakan dalam pe-
nataan kelembagaan, Du-
kungan anggaran, serta kuali-
tas sumber daya manusia

3. Dampak implementasi kebi-
jakan penataan ruang yang di-
hasilkan adalah meningkatnya
stabilitas keamanan dan kese-
jahteraan masyarakat. Konsep
Safety Belt merupakan konsep
pembangunan wilayah secara
sinergis dan terintegrasi yang
mampu menyelaraskan pem-
bangunan untuk kepentingan
pertahanan dan kesejahte-
raan. Dalam upaya pening-
katan kesejahteraan masya-
rakat di Kabupaten Sambas di-
wujudkan dalam pemba-
ngunan KPE Temajuk-Aruk
yang diarahkan untuk meng-
atasi kesenjangan dengan Se-
rawak-Malaysia. Sedangkan
pembangunan untuk kepen-
tingan pertahanan dilaksana-



kan melalui perwujudan lini-
lini wilayah yang disusun se-
cara berlapis memanjang dan
sejajar dengan garis perba-
tasan.

Berdasarkan pada teori Grin-
dle, menunjukkan bahwa Imple-
mentasi Kebijakan Penataan Ru-
ang Kawasan Pertahanan di Per-
batasan Kabupaten Sambas be-
lum optimal. Hal ini disebabkan
oleh proses implementasi yang
tidak seimbang antara aspek ke-
sejahteraan dan aspek keaman-
an yang ditunjukkan dengan
rendahnya alokasi anggaran per-
tahanan jika dibandingkan de-
ngan aspek lainnya. Belum opti-
malnya Badan Nasional Pe-
ngelola Perbatasan sebagai lem-
baga yang memiliki kewenangan
untuk mengkoordinir program
dan anggaran berbagai sektor di
wilayah perbatasan, meng-
akibatkan rendahnya tingkat
keterkaitan (linkage) antar sektor
dalam pelaksanaan program
pengembangan kawasan per-
batasan.
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